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BUPATI BARITO KUALA 

PROVINS] KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BARITOG) KUALA 
NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

KAWASAN PERIKANAN DAN LAHAN RAWA PASANCG SURUT LESTART 

Menimbang 

Mengingal 

BUPATI BARITO KLIALA, 

bahwa dalam rangka pemanfaatan symber daya kawasan 
perikanan dan lahan rawa pasang surul lestari ager 

menjadi suaty sistem terpadu dar serasi serta dapat 
dilokokes secure optimal dan berkelanjutan bagi 
acbesar-besarnya kesejahteraan masyarakat maka perl 
mengatur Kawasan Ferikanan dan Lahan Rawa Pasang 
Surut Lestart; 

bahwa berdasarkan petlnnbangan sebsapaimana 
dimeksud dalam hurul a, maka peru ditctapkan 
Pelaturen Bupati Bearitlo Kuala jtenlam Kawasan 
Perikansn dan Lahan Rawa Pasang Surut Lestari; 

Undang-Undang Womor 27 Tahuo 1959 tentang 
Penelapan Undang-Undang Darurat Nemor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimanten 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Narmor 9) sebagai Undang-Undang {Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 1969 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 1820); 

Undang-Undang Woimer 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomer 4423) schagaitana telah dubah dengeuw 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  renlang 
Perubshan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Penikanan {Lembearan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Nomor 5072): 

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang 
Petlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkclanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Noraer 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
fidonesia Notner 5068); 

Undang-Undsang Nomor 23 Tahun ¥U14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemburan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nower 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Scbagaimana



telah diubah bDebcrapa kali terakhir dengan Undeng- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Yahun 2014 
tentang DPemerintahan Dacrah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Mepara Republic indonesia Mamar S674, 

5. Pernturan Pemerintah Nomer 16 Tahun 2004 tentang 
Ponstagumean Tansh (Letbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonceia Nemer 4385); 

6. Peraturan Pemermtah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fimgsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjatan {Lembaran Negara Republik Indoncsia 
Tahun 2011 Nomer 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5185); 

7. Peraburan Daeruh Kabupaien Bariio Kuala Namor 16 
Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunen Organisasi 
Tata Kena Dimas-dinas Kabupaten Barito Euala 
{(Lembaran Dacrah Kabupaten Barilu Kuala Taltun 2010 

Namor 16}; 

&. Pevaturan Daerah Kabupaten Barto Kula Normer & 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Banto Kuala (Lethatan Daerah Kabupaten 
Rearita Kuale Tahun 2012 Nomar 6); 

MEMUTUSKAN ; 

Mcnetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PERLEANAN DAN 

LALLAN RAWA PASANG SURUT LESTARI. 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pesal J 

Dalam Peraturan Bupati im yeng dimakesud dengan : 

1. 
2. 

Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala. 

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai unsur 
penyelengrara pemicrintahan dacrah, 

Bupati adaleh Bupsti Berito Kuala. 

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan 
Kabupaten Barito Kuala. 

_Lshon adalah bagian daratan dori permukaon bumi sebagai 
lingkungan fisik yang mebpuli tanah beserta segenap faktor yang 
TICMpSNgATUb PONpyUNAMAyA seperti iklim, reel, aspek geologi, dan 

hidrologi yang terbentuk séecara alami maupun akibat pengamh 
manusia, 

. Lahan tawa adalah lahan yang sepenjung tuhun, alau selama waklu yang 

panjeng dalam sctahun, selalu jenuh air (saturated) alau tergenang 
fwatcrlogecd) air dangkal.



7, Lestazi adalah pengeunaan lahan rawa pasanp surul sccara komsisten dan 

10, 

11, 

tz, 

13. 

14. 

16. 

L?. 

Lg, 

20. 

al. 

terus tienerus untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian dan 
keduulatan scktor kelautan dan penkanan dengan memperhatikan 
generasi benkutiya. 

Tahan Rawa Pasang Surut Lestari adalah bidang Jahan rawa pasang surul 
polensial untuk kawasan perikanan yang ditetapkan untuk dilindungi dan 
dikembangkan secara konsisien guna menghasilkan pangan pokok bagi 
kemandirian, kelshanan, dan ketersediaan pangan seclor kelatan dan 
perikanan. 
Perlincungean Lahan Lahan Rawa Posang Surut Leslan adalah sistem dan 
proses dalam merencanakan dan mentlapken, mengembangkan, 
memanfaatkan dani membina, mengendalikean dan mengawesi lahan, 

Kawasan Lahan Rowa Pasang Surut Leslari adalah wilayah budidaya 
Ppenkanan terutama pada wilayah perlesaan yang memiliki hamparan 
Lahan Rawe Pasang Surut Lestari dan unsur penunjangnya dengan fungsi 
utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pengan 
ecktor keleutan dan penkanan, 

Kawasen Perikanat) adalah kawasan budidaya yang dialokasiken dan 
memenuhi kriteria untuk budidaya Pcrikanan. 
Kawasen Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegintan lame 
pertanian lues termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan 
fungsi kawasan scbagai tempat permukiman perdesaan, pclayanan jasa 
pemeruviahen, pelayanun sosial, dan kegiatert ekoranni. 
Alih Fungsi Lahan rewa adalah proaes yang discngaja oleh manusia untuk 
miengubah fingsi lahan di sekitar dacrah rawa yang ekibatnya cepat 
Inemnpengaruhi keberlanjutan dan kelestarian fungsi lahan- 
Pengendalan Alin Fungsi Lahan rawa adalah kegiatan unluk mencegah 
lenadinya alih fungsi leahan rawa yang dapat mempengaruhi kelestarian 
fungsi Eshan. 

Alh Fungsi Lahan rawa pasang surut adalah perubahan fungsi Lahan rawa. 
pasang surut menjndi bukan Lahan rawa pasang surul buik secara tetap 
Maupun semen Lara, 

Kesesuaian Jahan adalah tingkat kecocokan atau nilal kesesuaian 
lahan fersebut ditentukan oleh  keoocukan antara  perswvaraian 
tumbuh/hidup komeditas yang bersangkutan dengan  kuslitas, 
karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain 
(topngrali, lereng dan clevasi). 

Penggunaan Jahan adalah bentuk penutupan permukasn lahan atau 
pemaniaaton lahan batik yang merupakan bentuk alami maupun buatan 
manusia. 
Penctapan kawasan perikanan dan Ishen Tawa pasang surut lestari 
adalah proses tnenctapken Ishan pasang surut meniadi fahan rawa 
pasang surut leslan melalui tata cara yang diatir scsuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Rencans Tala Ruane Wilayah selanjuinya disiugkat RTRW adalah Rencana 
Tata Rueny Wilayah Kabupaten Baritn Kuala, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yong selanjuinya di singkat 
APBN adalah rencana keuangaun tahunan pemerintah yang dibahus dan 
disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, dan ditetapkan dengan 
peraiuran perundang — uwodangan. 
Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah yang selunjuinya di singkat 
APBD adslah rencana keuangan tahunan pemetiniah dacrah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh pemerintoh daeroh dan DPRD, dan ditctapkan 
dengan peraturan dacralh.



BAGH 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupat ini meliput : 
a. kriteria dan syarat kawasan ponkanan, 
b. kriteria dan syarat lahan rawa pasang surut lestari. 

BAB III 
KRITERIA KAWASAN PERIKANAN 

Dagian Kesati 
Kritenia Kawasan Lahan Pasang Surat Leatari 

Pasal 3 

Kawasan yang ditetapkan sebapai kawasan pcrikanan scbagaimana dimaksud 

pa Pasal ? borof a, dilakukan berdasarkan krilena sebaval berkut: 

(1h 

(21 

a. menghasilkan komoditas perikanan dengan tinpkat produksi yang dapat 
memenuhi keburihan pengan sebagian besar masyarakat scicmpat 
diwilayah Katnuiparten: 

. Themiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai lahan budidaya 
penkenan di kawasen Jahan raw pasang surut lestart, 

Pasal 4+ 

Dasar petielapan luas lahan yang dibutubhkan untuk menghasitkan 

produksi komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf 
a. yang memenuhi kebutuhan dan konsumsi perikanan untuk : 
a. Masyarakat setempat; 

b, masyarakat diwilayah Kabupaten; 
c. masyarakel ditinghel prewviresi. 

Benetapan hamparan lahan dengan luasan tertentu sebageimana 
dimaksud pada Pasal 3 huruf > berdasarken parameter sevagai berikur 

a. luas hamparan kawasan pcrikanan dan lahan rawa pasang surut 

Total praia i (satu) Kewasau yep meme kebululwn dan 
konsums! pangan pokok masyarakat setempat minimal § (hraa) Ha; 

b. luas hamparan kawasan perikanan dan lahan rawa pasang surut 
lestaxi pada 1 (satu) kawasan yang memenuhi kebutuhan dan 
konsumsi pangan pokok measyarakat pada satu Kabupaten minimal 5 
flima) Ha: dan 

Pasul 3 

Firtterla lalian yang ditetapkan sebogal haw perikagan dan lahat rows 
pasang surut lestari adalah sebagai berikut: 
ak. 

ao
 

oo
 

berada paca kesatuan hoamparan lahan yang mendukung produktivitas dan 

cfisiensi produksi; 
. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Jahan; 

di dulung infrastrukwar dasa, dan 
- telah dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya pacibatiant



  

Pagal & 

(I) Kesatuan hamparan lahan scbagaimana dimaksud pada Pasal 5 huoruf a 
harus memenuhi skala ckonomi yang didasarkan atas kctentuan: 

a. Tasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih hesar dari pada 
1 feat}, 

b, penghasilan usaha perikanan mampu memenuhi kebunthan minimal 
hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemeriniah Kebupaten; 

c. rasic =o keuntungan dengan tingkat upah minimutn tingkar Kabupaten 
minimal lebih besar 1 (satu), 

(2) Potenai lekies dan kesesucion lohan sebagaimarna dimeakeud paca Pasal 5 

umf b diatur: 
a. scmua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai kawasan perikanan dan 

lahan rawn pasang surat lestari; 
b. lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagal kawasan perikanan dan 

lahen rawa pasang surut lestari dengan memperhatikan besaran curah 

hujatt tahunan minimal 1-000 (seribu) mor tahun. 

(3] Ketentuan ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada 

Pasal S hurul ¢ dialur tersedianya akses jalan dan jembatan yang dapat 
divunskan schagyi sarana transporlasi hasil penkanan; 

(H Telah dimanfaatkan acbagai kawasan perikanan scbagaimana dimaksud 

pada Pasal 3 hurufd diatur melalui : 

a. Intensitas budidaya perikanan untuk semusim di ishan beririgasi atau 
lahan tidak beririgasi minimal 1 (sata) kali setahun: 

b. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air kegiatan 
budidaya perikzeanan: 

c. petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk kawusan pernkenan; 
d. petani hersedia melaksanakan operasi dan pemcliharaan jaringan irigasi 

di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau Eclompok,. 

BAB lv 

PERESYARATAN KAWASAN PERIBANAL 
Bagian Kcsatu 

Syarat Kawasan Pertkanan 

Pasal o 

Svarat kawesan perikanan, ditetapkan berdagarkan, 

a. berada ci dalam atau di luar kewasan peruntukan perikanan; 
DB. termuat dalam rencans perindungsan kawasan perlkanan dan fahan rawa 

pasang surut lestari- 

Pasai 10 

(1) Berada di dalam atau di lar kawasan peruntukan perikanan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 9 horuta memenohi persyaratan sebagai berikut : 

a. herada didalam kawneen poruntukan perikanan dengan kelemiuen: 

1. berada di dalam Eawasan perumtukan penkanan; 

2. batasan kawasan ditctapkan atas dasar batas admimistrasi deecrah; 
dan



3. berada didalam kawasan peruutukan perikanan dan dinnaat dalam 
RTRW Kabupaten. 

b. berada diluar kawasan peruntuken perikerian dengan Ketentuan : 
1. berada pada kawasan peruntukan kehulaman, perikanan, industri 

yang dikonversi menjaci kawasan peruntukan penikanan; 
2. dapat berasal dari bekas kawasan bhutan dan,ateu tanah terlantar 

yang lelah dilepaskan oleh pejahat berwenang; dan 
3. ditctapkan sebagesi KawesenPerikenan dan lahan rawa posang surul 

lestarl sesual dengan mekarisme dan tata cara penctapan. 

(2) Temmuat dalam rencana perlindungan perfkanan dan iahan rawa asang 
surut lestari scbagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b ditctapkan 
melalui rencana perlindungan lahan rawa pasang surot lestan -yang 
sekurang - kuwangnya memual kebijaken, siraiegi, indikasl program serla 
program dan rencana pembiayaan tcrkait dengan rencane perlindungan 
luhan Kabupaten. 

Bagian Kedua 
Syarat Lehon Rawa Poseng Surut Lestari 

Pasal 11 

Persyaratan luhan yang dilelapkan sebagai Lahan Rawa Pasang Surut Lestat, 
dilakukan dengan iectentuan: 
&. berada di dalam Kawasan Rawa Pasang Surut Lesiun; 

i. telah ditetapkan dain rencana perlindungan lahan Rawa Pasang Surut 
Lestari, 

Pasal 12 

{l) Berada di dalam Kawasan Rawa Pasang Surut Lestari scbagaimana 
dimaksud pada Pasal 11 hurula memenuhi persyaratan sebagai benkut: 
a, berada didalam kawasan peruntuken budidaya perikanan; 
hb, batasean kewasan ditctaphan aia dasar haias adminiatrasi daerah; dan 

«. berada didalam kewasan perumtukan perikanan dan dimuat dalam 
Tencena tata ruane Kabupaten. 

(2) Ditelapkun dalam rencana perindunmgan luhanm Rawa Pasang Surut 
Lestari sehagaimana dimaksud pada Pasal 11 hung b ditetapkan melalui 
rencane perlindungan lahan Rawa Pasang Surat Lestari dengan ketcntuan 
persyaratan kawasan perikoanan dan Rawa Posang Surut Lestari. 

Pesal 13 

Svural Lahan Ruwe Pasang Surul Lesturi : 

a. tidak dalam sengkela,; 

b. status kepermilikan dan pengzunaan tanah yang sah; dan 

c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Rawa Pasang Surul Lestari. 

Pasal 14 

Betdasatkan syarat s¢bagainana dimaksud pada Pasal 13 maka syarat Lahan 
Rawa Pasang Surnut Lestari adalah sebagai berikut : |



  

a. tanah terlantar dan tanah bekas kewasan hiitam yang teieh 
dialokasikan dan/atau dilepas umluk kewasun peruntukan perikanan; 

b. tidak dalam sengketa lahan tersebut tclah dilecpasken dan kawasen hutan 
yang dapat dikonversi dan/atau Jahan  terlaritar yang dialokasikan 
untuk oketahanan prangean sesuai dengan peraturan perumdanp- 
lundangen; 

c. status kepemilikan dan pengguneaan tanah yang sah lahan terscbut telah 
dilckati hak atas tanah berupa lanah negara, diberikan hak atas dan/atau 
tanah uleyat, den 

d. Ectentuan termuat dalam Renecana Perlindungan Lahan Rawa Pasang 
Surut Lestari dengan ketentudn persyaratan kawasan dan lahan yang 
termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Rawa Pasang Surut Lestian. 

BAB ¥ 

KRETENTUAN PENUTUP 
Pasal 15 

Peraturan Bupati itl evulat berlako pada tanggai diumdangkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan pencempatannya dalam Berite, Daerah Kabupaten Barito 
Kuala. 

Diiclapkan di Marabahan 

pada tanggal 27 Juni 2016 

GUPATI BARITO KUALA, 

. 
_ 4 

H. HABANUDDIN MURAD 

  

     
   

Tnundangkan di Marabakan 

pada tanggal j1 Jul 26 

SERRETARIS DARRAH ATEN BARITO KUALA 

    

H. SUPRIVYOND 

RBERITA DARRAH KARUPATEN BARTTO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 24


